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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DISAHKAN OLEH
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
BIRO UMUM DAN KEUANGAN
NAMA SOP PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA ATK
DASAR HUKUM : KUALIFIKAS| PELAKSANA :
1. Permendikbud RI Nomor 133 Tentang Organisasi dan Tata| 1. Memahami Tupoksi Kerja
Kerja Universitas Teuku Umar 2. Menguasai Administrasi
2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 | 3. Menguasai / Memahami Spesifikasi Pekerjaan
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
3. Standar Biaya Masukan
4, 1509001:2015, Tentang Penjaminan Mutu
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. DIPA
2. Apiikasi SAS
3. Aplikasi Siska
4. Jaringan Internet / Printer / ATK / dil
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila Prosedur ini tidek dilsksanakan maka, realisasi
lpembayaran tidak bisa di
PELAKSANA MUTU BAKU
No HESAIAN Pengusul PPK Staff PPK | BP | Operator | PPSPM | KPA | KPPN |Kelengkapan| Waktu | Output a
1. |Penanggungjawab kegiatan
mengajukan SPJ Kegiatan ( 1_/\\ 30 | Usulan
Lengkep Tolak menit (Pembay
2. |Verifikasi, Menguji, menyetujui
dokumen pembayaran, kebenaran, .
keabsahan dukumen dan data \/2\ Usuan | 0| Hesil
dukung serta kesesuaian akun yal Y4 Pembayaran Verfikesi
3 |PPK menerbitkan SPP dan
menyampaikan ke PPSPM SSP 2 Jam 5PP den
Dokumen
4 |Operator menerbitkan SPBy Dokumen 15 oP8y
[ 4 lengkap | Menit
§ |Operator mengembalikan SPBy Dokumen 30
untuk ditandatangani oleh PPK 5 lengkap | Menit SPBy
6 |Menandatangani Daftar Nominatif
dan Surat Setoran Pajak (SSP) _le SPPdm 30. TTD dokumen
Lampiran | Menit | dan Lampiran
7 |PPSPM menguji SPP beserta data ik * - w—
dukung dan menerbitkan SPM 5 1 Hani X
ng ya 7 1 ampiran Lampiran
8 |SPM diantar oleh petugas ke _‘ SPM dan
2 : 2Heri | SP2D
KPP dan tecbit SP2D M Bl athe
9 |Persetujuan Pencairan Uang di
rekening BP dan menandatangani 9 SP2D 1 Hari Cek
cek
10 |Penandatanganan  SPBy  dan
L ya / Proses Pemb Dana Tunai
Kepada Penerima Hak Beyar, 10 Cek | 2iam | ooy
mencatat ke BKU
11 |Mengarsipkan Dokumen SP2D dan,
SPJ " SP2D | 1har sms?,:m

Catatan : Garis Merah Jalur UP




Jenis Pembayaran

Bahasa di kwitansi SISKA sesuai
SOP Keuangan

Jenis Dokumen Dilengkapi

Dasar Hukum

Penjelasan

Ket

ATK sd 2 juta

Pembayaran Belanja ATK
sebanyak 50 pkt seminar Kkit, 1
buku tamu,15 Bed panitia,dll (10
item barang) dalam rangka
Seminar Nasional bertema Inovasi
dan krativitas mahaiswa yang
dilaksanakan tanggal...

Telaah pengusulan
pembayaran, Kuitansi
Aplikasi bermaterai, memo
pesanan, bon faktur, Foto
ATK,Disposisi Persetujuan
Kegiatan, Copy NPWP
Penyedia

Biro/Fakultas/Lembaga/UPT.. ke
giatan........... yang dilaksanakan
pada tanggal...sesuai SPK
no...tgl...dan BAST nmr...tgl...,
dan BAP nmr...tanggal..

2 ATK 2 juta sd >10 juta Pembayaran Belanja ATK dll (15 |Telaah pengusulan
item barang) pada pembayaran, Kuitansi
Biro/Fakultas/Lembaga/UPT....d |Aplikasi bermaterai, nota
alam rangka Seminar Nasional pesanan, Foto ATK, BAST,
bertema "inovasi dan kreativitas |Disposisi persetujuan, Copy
mahasiswa" sesuai Nota pesanan |NPWP Penyedia (tidak ada
no...tgl...dan BAST NPWP PPh ditambah 100%
nmr...tgl...,yang dilaksanakan dari tarif)
pada tanggal...

3 ATK >10 juta Pembayaran Belanja ATK pada Telaah pengusulan

pembayaran, Kuitansi
Aplikasi bermaterai, Surat
Perintah Kerja (SPK), Berita
Acara Hasil Pemeriksaan
Pekerjaan (BAHP), Foto ATK,
BAST, Berita Acara
Pembayaran (BAP), Disposisi
persetujuan kegiatan, copy
buku tabugan nomor
rekening rekanan, Copy
NPWP Penyedia (tidak ada
NPWP PPh ditambah 100%
dari tarif), Surat Setoran
Pajak (SSP)

Peraturan Menteri
Keuangan RI No.
119/PMK.02/2020 Hal
93 point 12. Satuan
Biaya Keperluan Sehari-
hari Perkantoran
didalam Negeri

Agar memberikan pelayanan secara optimal,
terdiri atas: alat tulis kantor (ATK), barang cetak
harus memperhatikan standarisasi yang telah
disepakati bersama yaitu pada lembar Standarisasi
Pelaksana kegiatan. (SBM Hal. 124 No. 12)

Untuk kaitannya dengan Pengadaan Atk juga
dapat memperhatikan Perpres No. 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

**nilai kuitansi 250.000
sd 1.000.000 materai
3000, nilai kuitansi > 1
juta materai 6000




